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MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi telah diatur ketentuan
mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor;

bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1992 tentang
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3494);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daemah Tingkat I
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan
dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Organisasi Departemen;, '

Ke’putusﬁn Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan
Organisast Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993,



henerapkan

CMFAR FT

Dalam

G. Keputusan Menterl Perhubungan Nomor Kb, 21/0T.002/Phb-30,
dan KM. [64/0T.002/Phb-80 Tentang Organisasi dan Tala Kerja

Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomer KM, 58 Tahun

1991,

MEMUTUSKARN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGUIIAN
BERKALA KENDARAAN BERMUTOR,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Keputusan ini yang dimaksud dengan ;

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan olch peralatan
teknik yanp berada pada kendaraan itu;

Sepeda motor adalan kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa
rumah-rumah, batk dengan atau tanpa kereta samping;

Mobll penumpang adalah se:ﬂ: kéndaraan bermoior yang dljengkapi
sebanyak-banyaknya B (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
dudpX pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagjsi; L - - o S

Mobil bus adafah setiap kendaraan bermetor yang dilengiapt lebil dari 8
(delapan) tempat duduk sidak termasuk tempat duduk pengemiudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

Mobll barang ada]nh setiap kendardan bermotor selain dayi vaag
tenmasuk dalam sepeda molor, miobil penumpang dan mebil bus;

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotar sclain daripada keodaraan
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yany
penggunaannya ontuic keperluan khusus atau menganpkul barang-lbasimg

whusus;

Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengang-
kut barang yang seluruh bebannya dilumpu oleh alat itu sendiri dan
dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;

Keretd tempelan adalah sualu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang dirancang untuk ditarik dan scbagian bebannya dimmmpu oleh
kendaraan bermotor penariknya,
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10.

11.

12,

13.

14.

15,

16.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji
dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gan-
dengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka peme-
nuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

Pengujian tipe kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji tipe

“adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe

kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan
khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara masal;

Péngujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji
berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara

- berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta

tempelan, dan kendaraan khusus; :

Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan, atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;

Sertifikat uji tipe Jandasan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direk-
tur Jenderal sebagai bukti bahwa tipe landasan kendaraan bermotor,
kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraa_n khusus yang ber-

sangkutan telah lulus uji tipe;

Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh
penanggung jawab pembuatan dan/atau perakit dan/atau pengimporan
sebagai jaminan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan,
kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit
dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe
kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Surat keterangan lulus vji tipe landasan adalah surat keterangan yang
diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakit dan/atau
gengimporan sebagai jaminan bahwa setiap landasan kendaraan

ermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan
khusus yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki
‘sipesiﬁkasi teknik sama/sesuai dengan tipe landasan kendaraan yang telah

isahkan dan memiliki sertifikat uji tipe landasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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19.

18.

19.

20.

(1)

(2)

Tanda lulus uji iipe adalah landa yang dicebilkan oleh penanggung jawil
pembuatan dan/atau perakit dan/atau pengimporan dan ditermpelkan
secara permanen pada sctiap kendaraan bermotor, kereta gandengan,
kereta tempelan, danfatau kendaraan khusus yang tipe-nya telah disankan
dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketenluan peraturan perun-

dang-undangan yang berlaku;

Tanda pengenal pabrik pembuat kendaman adalzh tanda pengenal pabrik
pembuat kendaraan, berupa tulisan dan/atau simbul danfatau ganmbay

yang menunjuldaan identiias pembuat, merek dan tipe kendaraan yang

“bersangkutar;

Buku uji berkaia adalah tanda bukti tulus uji berkala berbentuk buku
ang berisi data dan legitimasi hasil pengujian sctiap kendaraan
Eermnmr, kereta gandengan, kereta tempelan, atae kendaraan khusus;
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
BAB I

PERSYARATAN UMUM

PENGUIIAN BERKALA KENDARAAN BERMUOTOR

Pasal 2
Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :

A memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggu-
nazn kendaraan bermotor di jalan,

b. ‘melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang
diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;

c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakal.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) huruf 2
dan huruf b, maka ;

A setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor haius di-
lengkapi denpan fasilitas dan peralatan pengujian;

b. pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah, dan teknologi peralatan
peagujian harus dilakukan secara cermat dan tepat;

c. pengujian dilakukan olch tenaga penguji yang memiliki kualifikasi
ieknis tertentu;
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~ sebanding dengan jum

Untuk
maka :

a.

rengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di
okasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan

pengujian yang tersedia;

hasil uji berkala kendaraan harus akurat dan dapat dipertanggung
jawabkan;

fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan
baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan
pengujian sefalu dalam kondisi layak pakai;

_ peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;

kapasitas fasilitas dan Feralatan pengujian harus diupayakan
ah kendaraan wajib uji pada wilayah

pelayanan yang bersangkutan.

mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c,

besarnya biaya pengujian yang dipungut dari masyarakat harus
sama dan seragam untuk seluruh Indonesia;

tidak boleh memungut biaya dari masyarakat dalam bentuk
apapun, selain biaya pengujian yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Perhubungan; '

penetapan besamya biaya' pengujian, disamping tidak didasarkan
atas perhitungan pengembalian biaya investasi dan operasional,
juga tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan materiil
dan/atau finansiil;

setiap unit pelaksana pengujian kendaraan bermoior harus
dilengkapi dengan papan informasi yang ditempatkan pada
tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat
oleh pemohon yang memuat besarnya biaya yang dipungut dalam
rangka pengujian kendaraan bermotor dan prosedur pengujian
kendaraan bermotor;

setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan tugas harus
mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji;

jumlah dan kualifikasi tenaga penguji harus diupayakan sebanding
dengan jumlah kendaraan yang diuji dan peralatan pengujian;

unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor terletak di daerah

" tingkat II.
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Pasnad 3

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pemcrintah Daerah
Tingkat I yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Dacrah Tingkat I dan dapal diserahkan kepada Pemerin-
tah Daerah Tingkat II yang sccara operasional dilakukan o ch Dias Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tinghat II.

o

(2)

(b

(2)

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan uji
herkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Direktur Jenderal,

Pembinaan dan pepgawasan teknis sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), meliputi kegiatan : -

a. menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan,

b. menetapkan persyaratan tekmis pelaksanaan;
G. menerhitkan pedoman teknis;

d. memberikan bimbingan dan petunjuk;

e. mengawast, mengarahkan dan mengambil tindakan korck-
lf terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;

f. menyelenggarakan pertemuan penguji selurui Indonesia
secara berkala sekall dalam setabun;

g. menetapkan jumlah dan kualifikasi tcknis tenaga penguji;

h. menerbitkan dan mencabut tanda kualifikasi teknis lenaga
pengyji di seluruh Indonesia;

L. menyelenggarakan kursus pengujian kendaraan bermotor;

J. menyelenggarakan ujian kualifikasi tenaga penisil;

K. menetapkan jumlah dan persyaratan tekitis Fasilitas dan

peralamn pengujian kendaraan bermolor.
Pasal 3

Kepala Kantor Wilayah Departemcn Perhubungan melakukan
kegiatan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan uji berkala

kendaraan bermotor pada dacrah propinsi yang bersanghkutan.

Kegiatan pengawasan {eknis sebapaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditctapkan crfz:h

Direktur Jenderal.
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Kegiatan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi kegiatan mengawasi, mengarahkan dan mengambil
tindakan korektif terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan
bermotor pada daerah propinsi yang bersangkutan.

BAB III

LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA

(1

@)

€)

(1)

Pasal 6

Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang
bersifat tetap dan/atau tidak tetap,

Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tetap
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi
persyaratan : ,

a. terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik

kendaraarn; | |
b. sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
c. luas areal tanah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan;
d. tidak mengganggu kelestarian lingkungan.

Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tidak tetap
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperbolehkan
apabila di dalam suatu daerah tingkat II tertentu ternyata :

a. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan
dengan luas daerah yang harus dilayani; dan/atau

b. kondisi geografinya tidak memungkinkan kendaraan dari
tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksa-
" naan uji berkala.

Pasal 7

Pada setiap daerah tingkat II disediakan sekurang-kurangnya |
(satu) unijt petaksana uji berkala kendaraan bermotor. .



(2)

3}

4

(5}

Penunjukan dan penctapan lokasi lempat pelaksanann uji berkala
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan olch Gubernur
Kepata Dacrah Tingkat I sctelah mendengar pcndagat Walikota-
madya atau Bupati Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan,
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat

(2} dan ayat (3).

Penunjukan dan penelapan lokasi tempat pelaksanaan vji berkala
untuk Daerahk Khusus Ibukota Takarta dilakukan oleh Gubernur

Kepala Daerah Khusus Ibukota Yakarta,

Penunjukan dan penctapan lokasi tempat laksanaan uji berkala
intuk Kotamadya Administratif Batam di alatkan olell Gubemur
Kepala Daerai Tingkat [ Propinsi Riau setelah mendengar
pendapat  Ketua Badan Ctorita  Batam dan Walikolaniadya

Administradf Batam,

Areal tanah vniuk keperivan unit pelaksana uji berkala kendaraan
bermotor sehagaimana dimaksud dalam ayal (1) disediakan oleh
pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB [V

KODE WILAYAH PENGUIIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

(1)

(2)

(3)

{#)

FMEPAE FIM

Pasal 8

Kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor terdini dari susunan
huruf dan angka yang menyatakan :

kode daerah propinsi;

a.
" b. kode daerah Lingkat II,
C:

kodle lokasi tempat pelaksanaan uji berkala;
d. nomor vt

Huruf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} menunjukkan kode
dacralt propinsi tepat uji berkala kendarman bermotor dilaksana-

kan.

Angka scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuklan Ko
daerah tingkal II, lokasi tempat pelaksanaan uji berkala
kendaraan bermator pada masing-masing daerabh Hapkal I1 dan

nomor unit.

Kode wilayah uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan  oleh Direktur Jenderal,
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BAB YV

FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN BERKALA

(1)

@

(3)

(4)

KENDARAAN BERMOTOR -
Pasal 9 '

Fasilitas pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas
pada lokasi yang bersifat tetap dan fasilitas pada lokasi yang
bersifat tidak tetap. .

Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat
tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a.”  bangunan beban kerja;
b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan
gudang; '

c. jalan keluar-masuk;

d.  lapangan parkir;

e. bangunan gedung administrasi;
f. pagar;

g. fasilitas penunjang 'l'mtuk umum;
h fasilitas listrik; ‘

i lampu penerangan;

je pompa air dan menara air,

Fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan sebagai bangunan khusus,

Ketentuan mengenai tata letak, ukuran, konstruksi, spesifikasi
teknis, pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan
penggantian fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku,
" Pasal 10

Fasilitas uji berkala kendaraan bermotor pada lokasi Jang bersifat tidak

tetap berupa areal tanah yang permukaannya rata

engan luas sesuai

dengan kebutuhan.
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(1)

{2)

(3)

(1)

Pasal 13

Peralaian uji berkala kendaraan bermotor dapat berupa peralatan
pengujian lengkap atau peraiatan pengujian dasar atau peralalan

pengujian keiling.

Peralatan pengujian lengkap atzu peralatan pengujian dasar
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dipasang dan dipunakan
pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap,

Peratatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud daiam ayat

(1) digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak

tetap dan ditempatkan pada xendaraan bermotor pengangkut

peralatan uji.
Pasal 12

Peralalan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasa]

11 ayat (1) meliputi : :

a, alat uji suspensi roeda (Pit wheel suspension lester) dan
pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;

b. alat uji rem;

¢, alat uji lampu utama,

d. alat uji speedometer,

c. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksi-
ga (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas
buang;

f. alat pengukur berat,

g. alat uji kincup roda depan (side slip tester);

h. alat pengukur suara (Sound level meter);

i, alat penypukur dimenst;

], alat pengukur tekanan udara;

k. alat ujp kaca,

L. kmnpmsﬁr udara;

m. gencrator set,

. peralatan bantu.

10
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Peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

a.

g.
h.

i,

- ayat (1) meliput :

alat uji suspensi roda (Pit wheel suspension tester), dan
emeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan

ermotor;
alat uji rem;

alat pengukur berat; |

alac pengukur dimensi;

alat pengukur tekanan udara;

alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksi-
1c)ia (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas
uang;

kompresor udara;
generator set;

peralatan bantu.

Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) meliputi :

a.
b..

c.

h. '

alat uji rem;
alat pengukur berat;
alat pengukur dimenst;

alat pengukur tekanan udara;

alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksi-

da (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas
buang;

kompresor udara;
generator set;

peralaian bantu,

11
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Pasal 123

Penggabungan terhadap 2 (dua) jenis atau lebih peralatan penguji-
an kendaraan bermotor sebapaimana dimaksud dalam Pasal 12
menjadi satu kombinasi peralatan pengujian dapat diangpap
sebagai 2 (dua) jenis atau lebih peralatan pengujian,

Kombinasi peralatan pengujian scbagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus memiliki unjuk kerja yang sama dengan masing-masing
peralatan peagujian yang digabungkan.

Pasal 14

Perzlatan uji berkala kendaraan bermoter scbagaimana dimaksud

. dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai peralatan khusus,

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi tekmis, jumlal, kapa-
sitas, teknologi yang digunakan, pengadaan, pemasangan,
penggunaan, pemelinaraan, perbaikan, dan penggantian peralatan
uji berkala kendaraan bermotor ditetapkan oleh Direlaur Jenderat,

Pasal 15

Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian
yang bersifat telap dengan jumlah kendaraan wajib uji pada suatu
daerah tingkat IT sebanyak 4.000 {empat ribu) unit atau lebih.

Peralatan pengujian dasar scbagaimana dimalsud dalam Pasal 172
ayal (2) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian
yang bersifat tetap dengan jumiah kendardan wajib uji pada suatu

" daerah tingkat Tl kurang dard 4.000 {empat ribu) unit.

Peralalan pengujian keliling sebagaumana dimaksud dalam pasal
12 ayat (3) digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifal
tidak tetap pada svatu daerzh tingkat TI yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal & ayat (3).

Ba8 VI

PEMBANGUNAN FASILITAS DAN PERALATAN
PENGUIIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

(1)

Pasal 16

Fembangunan fasilitas dan peralatan uji berkaia kendarman bermo-
lor menjadi tanggune jawab Pemerintah,

12
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Pembangunan  fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh
Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Apabila pemerintah daerah tingkat I mempunyai kemampuan
untuk membangun fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan
bermotor, pemerintah daerah tingkat I yang bersangkutan dapat
melaksanakan pembangunan tersebut sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan di bawah
koordinasi Direktur Jenderal.

Pasal 17

Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan
secara bertahap pada setiap daerah tingkat II.

Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1)-didasarkan pada skala prioritas yang dikaitan dengan
kondisi daerah tingkat II yang bersangkutan.

Penetapan skala  prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dengan mempertimbangkan :

a. jumlah kendaraan wajib uji pada’daerah tingkat II yang
bersangkutan;

b. luas wilayah daerah tingkat IT yang dilayani;

. kondisi geografi; i

d. térsedianya areal tanah yang ditetapkan sebagai lokasi
tempat pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan
sesuai dengan kebutuhan,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan fasilitas dan pera-
latan uji berkala kendaraan bermotor ditetapkan oleh Direktur

Jenderal.
BAB VII
TENAGA PENGUIJI
| Pasal 18

Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi
teknis tertentu.

13
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(2)

(3)

(1)

(2)

Kualifikasi teknis tertentu  scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan

langgung jawab secara berjenjang.
Pasal 19

Setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi
leknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberi serti-
fikat dan landa kualifikasi teknis scsual dengan jenjang hualifika-
sinya oleh Direktur Jenderal.

Sertifikat dan tanda kvalifikasi teknis sebagaimana dimaksud
dalam ayat {1) berlaku untuk seluruh Indonesia,

Setiap tenaga pengujl yang scdang menjalankan tugas harus
mengenakan tanda kualifkast teknis sebagarmana dimaksud daiam
ayat {1) secara benar sehingga mudah dibaca secara jelas.

Pasal 20

Persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh lenaga penguji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1§ ayat {1} melipun ;

a. pegawai negeri sipil {PNS) dengan golongan minimum
IIb;

b. mempunyal ijazah sekolah teknik tingkat menengah (STM)
jurusan mesin atau pendidikan lain yang sederajat atau
lebih tinggi dalam bidang kendaraan bermotor atau yang

disamakan:
;:. usia minimum 21 tahun;
d. sehat jasmani dan rohani;
e, berkelakuan baik;

f. memiliki surat izin mengemudi golongan B,

g2. mampu melaksanakan kegiatan administrasi pengujiall
kendaraan bermotor;

. luius pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermo-
tor atau yang disamakan;

L. disumpah sebagai penguji.

Pendidikan dan pelashan penguji kendaraan bermotor sebagai-
mana dimaksud daiam ayat (1) huruf h meliput :

14
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teori, sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan
mengenai :

1)
2)
3)

4)

5)

6)

8)
9)
10)
1)

12)

13)

14y

teknologi kendaraan bermotor;

konstruksi kendaraan bermotor;

pengetahuan umum tentang kendaraan bermotor
menurut jenis, ukuran, berat dan peruntukannya;

ukuran bagian-blagian kendaraan bermotor dan cara
mengukurnya;

pengetahuan mengenai rancang bangun dan re-
kayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan,
kereta tempelan, karoseri, bak muatan dan

modifikasi;
cara kerja dan unjuk kerja kendaraan bermotor;

pengetahuan mengenai kendaraan khusus, kenda-
raan pengangkut bahan berbahaya, cara bekerja,
cara memuat dan membongkar, dan cara

pengujiannya;

cara uji kendaraan bermotor, kereta gandengan, -
kereta tempelan dan kendaraan khusus, evaluasi
dan menentukan hasil pengujian;

pengetahuan mengenai peralatan dan fasilitas
pengujian kendaraan  bermotor, tatacara
pengoperasian dan pemeliharaan peralatan serta
fasilitas pengujian kendaraan bermotor;

. pengetahuan mengenai administrasi dan sistem

pelaporan pengujian kendaraan bermotor;

peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas
dan angkutan jalan, terutama yang menyangkut hal
ikhwal mengenai kendaraan bermotor;

“ketentuan mengenai prosedur, tatacara, standar dan

biaya pengujian;

ketentuan mengenai kualifikasi teknis, pembinaan
dan pengawasan teknis tenaga penguji;

ketentuan mengenai tanggung jawab, kewajiban
dan hak penguiji;
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(1}

{2)

b.

C.

prakick pengujian kendaraan bermotor;

praktek kerja nyata di fapangan.
Pasal 21

Tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dajam Pasal 19
ayat (1) dapat dicabut apabila ;

a.

melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mence-
markan wibawa instansi, aparat dan/atae merugikan
masyarakat pada waktu melaksanakan fugasnya;

melaksanakan tugas schagal lenaga penguji, meayin-
pang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaky;.

merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas
penunjang lainnya;

tidak ditugaskan lagi pada unit pelaksana atau instansi
pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor;

dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan,
menghindari kegiatan-kegiatan wajib yang harus diikuti
oleh tenaga pengujl;

dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekvatan hukum yang tetap karena
dengan sengaja melakukan sesvatu tindak pidana kcjahatan
vang diancam dengan hukuman peénjara setinggi-ingginya
4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebil
beral;

tenaga penguji untuk maksud-maksud tertentu, dengan
sengaja tidak memasang/mengenakan tanda kualifikasi
penguji, pada waktu melaksanakan tugasnya,

Dalam hal tanda kualifikasi teknis seseorany lenapa penguji
dicabut dengan alasan-alasan schagaimana dimaksud dalam ayat

(1), tenaga pengujt tersebut :

a.

16

sejak tanggal dicabut tanda kualifikasi teknisnya, yang
bersangkutan dinyatakan bukan sebagal enaga pengujl
kendaraan bermotor dan tidak memialiki hak dap

wewenang uoluk menpuji;

harus segera menyerahkan kembali tanda kualifikas
tcknisnva kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang

ditunjulk,



(3)  Tenaga penguji yang tanda kualifikasi teknisnya dicabut karena
alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf f, dan
huruf g, maka tenaga penguji tersebut selain harts mematuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga dikenakan

sanksi tambahan berupa :

a. tidak boleh ditugaskan lagi 'sebagai tenaga penguji pada
lingkungan unit pelaksana atau instansi pembina dan
pengawas pengujian kendaraan bermotor;

b. tidak boleh diusulkan kembali sebagai calon tenaga
penguji kendaraan bermotor. :

Pasal 22

(1 Secara berkala, sekurang-kurangnya setahun sekali Direktur
Jenderal dapat menyelenggarakan pertemuan penguji tingkat
nasional, dan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali Gubernur
‘Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dapat menyelenggarakan perte-
muan penguji tingkat Daerah Tingkat I.

(2) Pertemuan penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya membahas mengenai :

a. evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian di masing-masing
daerah maupun secara nasional;

b. kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing
daerah, untuk memperoleh cara pemecahan yang tepat;

c. rencana dan program pelaksanaan, peningkatan maupun
pengembangan pengujian;

d. standar-standar pelaksanaan pengujian untuk keseragaman
dan kemudahan, baik yang bersifat teknis maupun
administratif;

e. .-informasi kemajuan teknologi kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;

f. informasi kemajuan teknologi peralatan uji kendaraan
bermotor; ’ '

g. data kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas uji, serta

tenaga penguji;

h. upaya-upaya meningkatkan prestasi kerja penguji, dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; :

i, dan lain sebagainya.

KMPKBFIN 17
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BAB VIII

BUKU UJI DAN TANDA JI BERKALA SERTA TANDA SAMPING

(D

(2}

(1)

Pasal 23

Setiap mobil bus, mobil barang, kerecta gandengan, kercia
tempelan, kendaraan khusus serta kendaraan umum yang
dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukii lulus uji
berkala berupa buku dan tanda uji berkala.

Buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus memiliki unsur-unsur pengaman.

Pasal 24

Buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
sekurang-kurangnya berisi data mengenai :

d.

b.

18

nomor uji kendaraan;

nama pemilik;

alamat pemilik;

merek.n"l:ipe;

jenis;

tahun pembuatan atau perakitan;
isi silinder:

daya motor penggerak;

nomar rangka landasan kendamun bermotor,
nomar motor penggerak/mesin;
berat koseng kendaraan;

jumliah berat yang diperbolehkan dan/atau jumiah berat
kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan

mobil bus;

jumlah berat yang diizinkan danfatau jumlah berat kom-
binasi yang diizinkan untuk mobil barang dan mobil bus;

konfigurasi sumbu roda;
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2)

(3)

(1)

@

¢y

(2)

o.  ukuran ban teringan;

p. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
q ukuran utama kendaraan, '

L. daya ﬁngkut;

5. masa berlakunya;

t. bahan bakar yang digunakan;

u. kode wilayah pengujian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan,
spesifikasi teknis, susunan, huruf dan angka serta unsur-unsur

engaman buku uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal.

Pejabat yang berwenang menandatangani dan/atau mengesahkan
buku uji sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) ditetapkan lebih
lanjut oleh Direktur Jenderal. -

Pasal 25

Tanda uji sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 23 ayart (1)
sekurang-kurangnya berisi data mengenai :

a. kode wi!ayah pengujian;
b. nomor uji kendaraan;

c. masa berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan,
spesifikasi teknis, susunan, huruf dan angka serta unsur-unsur
pengaman tanda uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal.
Pasal 26

Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta
tempelan dan kendaraan khusus yang telah dinyatakan tulus uji
‘dan memperoleh tanda bukti lulus vji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1), harus dilengkapi dengan tanda samping.

Tanda samping mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat keterangan mengenai : :

19
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(3

(4)

a. berat kosong kendaraan;

b. Jumlah beral yang diperbolehkan dan jumial berat yang
duzinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;

c. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berut kombinasi
ang diperbolehkan, jumiah berat yang diizinkan, dan
jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kKendaraan

bermator yang dirangkaikan dengan kerela tempelan alau
kereta gandengan;

d. daya anghkut orang dan barang:
e, masa berizku uji kendaraan;
f. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat  keterangan mengenai :

a. berat kasong kercla gandengan atau kereta tempelan;

b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang
diizinkan;

3 daya angkut barang;
d. masa berlaku surat dan tanda uji;

. kelas jalan lerendah yang boleh dilalui.

" Ketentuan lebih lanjut mengenal bentuk, ukuran, warna, bahan,

spesifikasi teknis, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda
samping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Direklur Jenderal,

BAB X

PROSEDUR UNL BERKALA KLNDARAAN BERMOTOR,
KERETA GANDENGAN, KERETA TEMPELAN,

(1)

AN KENDARAAN KHUSUS
Pasal 27

Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kerela tempelan, dan
kendaraan khusus yang tipeaya tclah memperoleh sertifikat uji
lipe, sertifikat tegistrasi uji Upe, dan tanda lulus uji tipe dibebas-
kan dar kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali selama 6
{etam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomeor

kendaraan bermoter untuk yang pertama kali.

20
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Sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
oleh Direktur Jenderal, :

Seniifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan
dan/atau pengimporan kendaraan yang bersangkutan berdasarkan
pengesahan dan sertifikat uji tipe, sebagaimana dimaksud dalam

.ayat (2).

Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur pengaman.

Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula
diberi tanda lulus uji tipe dan tanda pengenal pabrik pembuatnya.

Pasal 28

Sertifikat registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) harus selalu disertakan pada setiap kendaraan yang
bersangkutan, untuk kendaraan bermotor yang belum dikenakan
kewajiban uji berkala dan kendaraan za.ng dibebaskan sementara
dari uji berkala untuk yang pertama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1).

Tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(5) harus dipasang secara permanen pada bagian depan dan

belakang kendaraan. -

Tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
terbuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.

Pasal 29

Tanda pengenal pabrik pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (5) harus dipasang secara permanen pada bagian belakang kendaraan

yang bersangkutan.

(1

(2)

7 Pasal 30

Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus didaftarkan kepada
unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayah-

nya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan

uji berkala berakhir,

Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan
uji berkala setelah masa pembebasan uji berkala berakhir,

21
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(4)
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(1)

Pasal 31

Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kerela
gandenpgan, kereta tempelan, kendaraan khusus, knroseri, bak
muatan terbuka, bak muatan lertutup, dan modifikasi yang tipe
kendaraan dalam keadaan lengkapnya tidak memilild sertifikat uji
tipe, harus memperoleh pengesahan rancang bangun dan
rekayasa dari Direktur Jenderal.

Kelentuzn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk
rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang jumlahnya tidak

melebihi 10 {sepuluh) unit.

Kendaraan yang telah memperoleh pengesahan rancang bangun
dan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam, ayat (1) diberikan
surat keterangan hasil pemeriksaan mutu terhadap sctiap unit
kendaraan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimgor.

Surat keteranpan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah
Departemen Perhubungan tempat kendaraan tersebut dibuat
dan/atau dirakit danfatau diimpor, setelah dilakukan pemenksaan
teknis tecrhadap kesesuaian antara fisik setiap kendaraan yang
bersangkutan dengan pengesahan rancang bangun dan
rekayasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 32

Setiap kendaraan yang telah memperoleh surat Keterangan hasil
emeriksaan mutu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)

.dan ayat (3} diwajibkan uji berkala sebelum kendaraan yang

bersangkutan digunakan di jalan dan didaflarkan untuk mempcro-
leh surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda nomor kenda-
raan bermoter, dan buku pemilikan kendaraan bermolor.

Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) diiakukan pada
unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di wilavalunya.

Pasal 13

Permohonan  uji berkala kendaraan bermotor untuk pertama kai
dapat dibedakan menjadi : -

a. kendaraan yang tipenya telah memperoleh serdfikat uji
tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tpe;

b. kendaraan yang tipenya tidak memperolen sertifikat uji
Lipe.
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Permohonan untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh
sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus vji
tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.

b

c.

mengisi formulir permohonan;
memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda

- nomor kendaraan bermotor, dan buku pemilik kenda-

raan bermotor;
memiliki sertifikat registrasi uji tipe;

fotokopi jati diri pemilik kendaraan dengan menunjhkkan
aslinya; ~

" membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian

berkala,

Permohonan untuk kendaraan yang tipenya tidak memperoleh

sertifikat uji lipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.

b,

. c.

mengisi formulir permohonan;

memiliki bukti pemilikén_kendaraan yang sah;

memiliki bukti pgmbaya:gh biaya uji berkala;

memiliki 'pengésahan rancang bangun dan rekayasa
kendaraan yang bersangkutan dad Direkwr Jenderal serza
surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari Kepala

Kantor Wilayah tempat kendaraan tersebut dibuat,
dan/atau dirakit dan/atau diimpor;

fotokopi jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan
aslinya;

membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala.
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(3)

L)

(L)

(2)

(3)

Pasal 34

Permohonan uji berkala sebagaimana dimmaksud dalam Pasal 31
ayal (1} diolak ajrabila pn:rsgnrntnn schagaimana dimaksusl efalam
Pasal 33 ayal (2) atau ayat (3} lidak dipenuhi,

Penolakan permohonan pengujian sehagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus dinyatakan secara lertulis disertai alasan penolakan,

Pasal 35

Apabila kendaraan dinyatakan tidak fulus uji, petugas peigiji
wajib memberitahukan secara tertulis :

a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
b. wakie dan lempat dilakukan pengujian uiang.

Pcmilik atau pemegang xendaraan yang melakuekan uji ulang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlakukan sebagai

permohon batu dan Lidak dipungut biaya vji lagl.

Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kenda-
raan menunjukkan bukti pemberttahuan dari pelugas penguji
sebagaimana dimaksud dalam ayal {1).

Apabila hasil pengujian ulang schagaimana dimaksed dalam ayal

(3} temyata tetap tidak tulus uji, pemilik atab pemegany kenda-
raan ndak diberi kesempatan vjt ulang kembali dan unfuk pengu-

_ jian berikutnya diperlakukan schagai pemohon baru,

Pasal 36

Apabila pemilik alaw pemegang kendaranan tidak menyecrojn
keputusan peoguji sebagaimana dimaksud dalam Paspl 35 ayad
(1), dapat mengajukan permohonan kcberatan seeara testulis
kepada pimpinan pelugas penglji yang bersang kutan.

Pimpinan pclugas penguji setelall menerima pengijua
permohionan keberalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1},
scgera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan
dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) jam memberikan jawa-
han secara lertulis kepada  pemilik atau pemcgang kendaran,
mengenal diterima atau ditolak permohonan keberalan lersebut,

Apabila permohonan keberatan diterima, plinpinan petugas
penguji scgera  memerintahkan kepada penguji lainnya untuk
melakukan uji ulatg dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
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Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji
ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan tetap dinyatakan
tidak lulus vji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi
mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 37

Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda uji dapat
diberikan setelah memenuhi persyaratan :

a. ‘memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;

b. melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan
gang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa
erlaku uji berakhir; -

c. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;

d. lulus uji berkala.

Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan
setelah memenuhi persyaratan ;

a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
b.  memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;

c. menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan
spesifikasi teknis dan/atau data pemilik danfatau wilayah

operasi kendaraan;

d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami
perubahan spesifikasi teknisnya.

Permohonan penggantian tanda lulus uji dapat diberikan setelah
memenuhi persyaratan :

a. - membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian
setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;

b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;

c. . melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan
dengan menunjukkan aslinya; '

d. membawa kendaraan untuk diuji kembali apabila telah

habis masa berlakunya dan/atau apabila pemohon tidak
dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji berkala yang sah.
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(4)

Setelah mencrina permobonan sebagaimana dimaksud dakun ayal
{1) atau ayat {2} atau ayat (3) sccara lengkap, dalam jangka waklu
selambat-lambatnya 24 jam, bukl Erpanjangan. perubahan, alau
penggantian harus sudah diberikan kepada pemnohon.

BAB X
PELAKSANAAN UM BERKALA
Pasal 18

Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala meliputi mobil bus, mobil
barang, kereta gandengan, kerefa lempelan, kendaraaa khusus dan

kendaraan ymam,

(1)

()

)

(L

(2)

(3

Pasal 39

Uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.

Sctiap uwnit pelaksana  uji berkala kendaraan bermotor seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memasang papan infog-

masi yang memuat besarnya biaya yang dipungut dan prosedur
pengujian kendaraan bermotor.

Papan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dipasang sccara
permanen pada Jokasi yang mudah terbaca oleh masyarakal.

Pasal 40

Pelaksanazn uji berkala kendarazn sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan

pengujian yang tersedia,

Peralatan uji sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dipclihara,
dirawat dan dikalibrasi secara periodik.

Ketentuan lebih tanjul mengenai penggunaan, pemeliharaan dan
kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat {2)
ditetapkan oleh Dircktur Jenderal.
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.BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasai 41

Pada tanggal mulai berlakunya Keputusan ini, maka :

4,

€Y

2

nomor uji yang telah diberikan pada kendaraan bermotor dinyata-
kan tetap berlaku dan tidak diganti;

buku uji yaﬁg telah diterbitkan untuk kendaraan yang ber-
sangkutan tetap berfaku dan dapat dipergunakan sampai dengan

tahun 1996.

unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang belum
dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan
bermotor, tetap dapat melakukan pengujian berkala secara

manual,

Pasal 42

Penanggung jawab rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang
pada saat Keputusan ini diberlakukan telah melaksanakan keglatan
rancang bangun dan rekayasa kendaraan dengan jumlah melebihi
10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe kendaraan, dan rancang
bangunnya telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal
serta akan terus melaksanakan rekayasa, selambat-lambatnya
dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini diberlakukan
harus memenuhi ketentuan kewajiban uji tipe.

Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu yang diterbitkan sebe-
lum Keputusan ini diberlakukan dan yang diterbitkan dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dinyatakan tetap berlaku sebagai pengganti sertifikat registrasi uji
tipe.

Pasal 43

Ketentuan dalam Penetapan Lalu Lintas Jalan - Perhubungan Pen - L. P,
scbagaimana telah diubah terakhir dengan Penetapan Menteri Perhubungan
Nomor 2441/Ment.tanggal 1 Juli 1951, lembaran tambahan Nomor 144, sepan-
jang yang menyangkut pengujian berkala kendaraan bermotor, dinyatakan tidak

berlaku.
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